
69 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku: 

A.C. Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara. 1986. Hukum Acara Pidana 
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. YLBHI & LBH Jakarta. 
Jakarta. 

 
Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. 

Jakarta. 
 
Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana 

(Suatu Pengantar) Edisi Kedua. PT. Balebat Dedikasi Prima. 
Jakarta. 

 
Anwar Yesmil dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, 

Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di 
Indonesia). Widya Padjadjaran. Bandung. 

 
Darwin Prints. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan 

kerja sama Yayasan LBH. Jakarta. 
 
Iwan Anggoro Warsito. 2015. Pemeriksaan Pendahuluan dan 

Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Pohon 
Cahaya. Yogyakarta.  

 
Leden Marpaung. 2011. Asas Teori Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
M. Yahya Harahap. 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP  Jiid I. Pustaka Kartini. Jakarta. 
 
_______________. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Pustaka Kartini. Jakarta. 
 
_______________. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, 
dan Peninjauan Kembali). Sinar Grafika. Jakarta.  

 
Maroni. 2018. Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana. CV 

Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 
 
Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. 

CV Mandar Maju. Bandung. 
 



70 

 

P.A.F Lamintang. 1984. KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis 
Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. 
Sinar Baru. Bandung. 

 
______________-Theo Lamintang. 2010. Pemabahasan KUHAP Menurut 

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. Sinar 
Grafika. Jakarta. 

 
R. Soeparmono. 2003. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan 

Ganti Kerugian Dalam KUHAP. CV Mandar Maju. Bandung. 
 
R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara 

Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum). Politeia. 
Bogor. 

 
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. Hukum Pidana Materiil dan 

Pormil. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
 

Karya Ilmiah:  

Barda Nawawi Arief. 1993. Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek 
Penegakan Hukum. Makalah Daisampaikan Pada Simposium 
Nasional Polisi Indonesia di Undip Semarang. Semarang. 

 
Haeranah. 2015. Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak 

Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara 
Pidana. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Makassar 

 

Undang-Undang dan Peraturan Terkait: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 



71 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP 
 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti 
Kerugian 

 
Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 
 
Keputusan Kapolri No. Pol. SKEEP/1205/IX/2000 tanggal 11 September 
2000 
 
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8 

Desember 1983 
 
Hasil Rapat kerja MAKEHJAPOL I (Mahkamah Agung-Kehakiman-

Kejaksaan-Polisi) tanggal 21 Maret 1984



72 

 

  



73 

 

  



74 

 

  



75 

 

  



76 

 

  



77 

 

  



78 

 

  



79 

 

  



80 

 

  



81 

 

  



82 

 

  



83 

 

  



84 

 

  



85 

 

  



86 

 

  



87 

 

 


